BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Sumbangan Rekonstruksi Teori

Disertasi ini ditulis dengan menggunakan pisau analisis tiga teori utama,
yaitu teori oligarki Jeffrey Winters, teori oligarki Richard Robison dan Vedi R
Hadiz, serta teori ekologi politik Raymond L Bryant and Sinéad Bailey. Untuk
teori pendukung adalah teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein. Bab ini
akan menguraikan bagaimana kebijakan biodiesel telah bermetamorfosis menjadi
instrumen wealth defense (pertahanan kekayaan) bagi para oligark, alih-alih
menjadi alat transformasi sosial-ekologi.

Oligarki biasanya didefinisikan sebagai kekuasaan oleh segelintir orang
(rule by few)!. Winters berargumen bahwa jumlah orang berkuasa sebenarnya
bukanlah fondasi utama dari teori Aristoteles tentang oligarki?. Winters
menyematkan dua elemen kunci kepada oligarki. Pertama, mereka memiliki
konsentrasi kekayaan material ekstrem sebagai sumber kekuasaan®. Ketimpangan
kekayaan material yang ekstrem menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrem
pula. Baik di negara demokrasi maupun sistem otoriter, semakin timpang
distribusi kekayaan material, semakin besar kekuasaan dan pengaruh individu-

individu yang menguasai kekayaan material secara ekstrem, dan intensitas

! Oligarki berasal dari kata Yunani oligarkhia, yang terdiri dari oligoi (yang sedikit) dan arkhein
(berkuasa).

2 Winters, Oligarchy, 2.

% lbid.
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kesenjangan kekayaan material itu sendiri yang mewarnai motif dan tujuan politik
para oligarki*.

Elemen kedua, oligarki beroperasi secara politik untuk mempertahankan
konsentrasi kekayaan (wealth defense)®. Pertahanan kekayaan (wealth defense)
menjadi konsep penting dalam teori Winters tentang oligarki. Ini karena sebagai
aktor dengan kekayaan ekstrem, oligark menghadapi tantangan dan ancaman yang
secara langsung diarahkan kepada sumber-sumber kekayaan material yang mereka
miliki. Hal itu bisa datang dari negara, penguasa kuat, massa secara kolektif, dan
bahkan dari oligark lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jadi, Winters memandang bahwa karakter dan modus oligarkis berupa
pertahanan kekayaan ini baru dikerahkan atau diaktifkan ketika muncul tantangan
dan ancaman tersebut, dan jenis tantangan dan ancaman itu juga akan menentukan
jenis respons strategis pertahanan kekayaan oligarki. Ancaman atau tantangan
yang dihadapi oleh oligarki dapat menjadi elemen kunci ketiga dari teori oligarki
Winters.

Oleh karena itu, berbeda dengan definisi tradisional tentang oligarki yang
mengaitkannya dengan kekuasaan, Winters justru melihat bahwa oligarki tidak
mesti berkaitan dengan sistem kekuasaan oleh aktor-aktor tertentu®. Oligark bisa
saja memilih untuk berkuasa secara langsung tapi bisa juga hanya menempel pada

penguasa otoriter atau demokrasi.

4 Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky, ed., Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and
Contemporary Indonesian Politics, Cornell Modern Indonesia Project, no. 77 (Southeast Asia
Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, 2014), 11.

S Winters, Oligarchy, 6-7.

6 Ford dan Pepinsky, Beyond Oligarchy, 14-15.
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Selanjutnya, teori oligarki Robison dan Hadiz penting dipaparkan untuk
melengkapi teori oligarki Winters. Ini karena Robison dan Hadiz secara khusus
mengobservasi kasus di Indonesia. Robison dan Hadiz juga berkontribusi dalam
memetakan posisi paradigmatik teori oligarki di tengah teori-teori ekonomi politik
lainnya.

Robison dan Hadiz memandang oligarki sebagai sebuah sistem relasi
kuasa yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan kewenangan,
serta pertahanan kolektif terhadap semua itu’. Dengan definisi ini, kita melihat
titik temu antara Robison-Hadiz dengan Winters dan fokus yang berbeda di antara
keduanya. Titik temu mereka ada pada dua elemen kunci: konsentrasi kekayaan
dan pertahanan kekayaan. Namun, Robison-Hadiz lebih menekankan pada
oligarki sebagai kolektivitas, dan ini mereka tunjukkan dengan menyatakan
oligarki sebagai relasi, fusi, atau pakta di antara kepentingan politik-bisnis®,
sedangkan Winters lebih menekankan oligarki sebagai individu.

Sependapat dengan Winters, Robison-Hadiz memandang bahwa oligarki
dapat bertahan dan berkembang dalam berbagai jenis rezim, termasuk demokrasi,
seperti yang saat ini terjadi di Indonesia pasca-Soeharto. Baik Robison-Hadiz dan
Winters menyatakan bahwa oligarki yang sudah mengakar di Indonesia sejak
periode kekuasaan Soeharto mampu menemukan cara-cara baru dalam
mempertahankan kekayaan menghadapi terapi kejut perubahan dalam institusi

ekonomi dan politik setelah 1998, termasuk dalam menghadapi tantangan pasar

" Richard Robison dan Vedi R Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy
in an Age of Markets, 2004, 37.
8 lbid., 28.
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yang semakin mengglobal dan demokrasi yang terdesentralisasi serta berbasis
pada politik elektoral.

Sementara itu, Bryant dan Bailey dalam teori ekologi politik
menitikberatkan hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan di negara-
negara berkembang atau yang dikenal dengan ekologi kultural®. Pendekatan ini
percaya bahwa problem lingkungan di Dunia Ketiga (third world country) bisa
dipahami melalui isu-isu sosial tertentu, seperti kemiskinan dan laju pertumbuhan
penduduk. Kebijakan yang kemudian lahir dari rekomendasi penelitian ekologi
kultural antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pengendalian kelahiran,
manajemen lingkungan partisipatoris, pembangunan berkelanjutan, dan
konservasi lingkungan'®. Bryant dan Bailey menilai pendekatan ini mengalami
kebuntuan karena ia gagal membaca karakter dan dinamika dari problem-problem
kunci lingkungan di Dunia Ketiga, yakni ketimpangan distribusi sumber daya
(resources) dan kuasa (power) di dalam masyarakat**.

Bernstein dalam bukunya Class - Dynamics of Agrarian Change,
memberikan kerangka dasar ekonomi politik agraria untuk memahami bagaimana
kapitalisme mentransformasi dunia pedesaan. Teori ini menekankan bahwa
perubahan agraria tidak bersifat teknis semata, melainkan didorong oleh hubungan
kekuasaan dan relasi kelas yang menentukan dinamika produksi serta akumulasi
kapital.  Inti dari teori Bernstein adalah empat pertanyaan kunci untuk

menganalisis dinamika kelas di pedesaan: Siapa memiliki apa? (Distribusi

® Lawrence S. Grossman dkk., “Third World Political Ecology,” Geographical Review 89, no. 1
(1999): 12, https://doi.org/10.2307/216150.

10 1bid., 3-4.

1 bid., 3, 27.
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kepemilikan tanah dan modal). Siapa melakukan apa? (Pembagian kerja dan peran
dalam proses produksi). Siapa mendapatkan apa? (Distribusi surplus atau
keuntungan yang dihasilkan). Apa yang mereka lakukan dengan surplus tersebut?
(Apakah untuk investasi modal/akumulasi atau sekadar bertahan hidup).

Bernstein berargumen bahwa kapitalisme agraria seringkali mengarah
pada apropriasi, di mana hasil produksi petani hanya menjadi input bagi industri
besar, dan substitusi, di mana fungsi pangan lokal digantikan oleh bahan baku
industri global. Proses ini menciptakan diferensiasi kelas: petani kaya yang
menjadi pemilik modal, petani menengah yang rentan, dan petani miskin yang
terpaksa menjadi buruh upahan.

7.1.1. Kritisi Atas Teori Utama dan Pendukung

Teori Winters mengenai wealth defense (pertahanan kekayaan) sangat
relevan dalam menjelaskan pembentukan BPDPKS. Penulis menunjukkan bahwa
BPDPKS bukan sekadar lembaga teknokratis, melainkan instrumen politik yang
digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan mereka di
tengah fluktuasi harga CPO global. MPI (Material Power Index) yang tinggi di
Indonesia menjadi basis mengapa segelintir konglomerat mampu mendikte
kebijakan biodiesel.

Meskipun Winters sangat kuat dalam menjelaskan motivasi individu
oligark berdasarkan kekuatan material, penulis disertasi memberikan kritik
implisit bahwa Winters cenderung melihat oligarki sebagai aktor individual yang
defensif. Dalam kasus biodiesel, penulis menemukan bahwa oligarki tidak hanya

defensif tetapi juga proaktif dan kolektif. Mereka tidak hanya menunggu ancaman
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terhadap kekayaan mereka, tetapi secara aktif menciptakan mekanisme akumulasi
baru melalui regulasi negara (mandatori biodiesel). Winters kurang menekankan
bagaimana institusi demokrasi (seperti BPDPKS) secara struktural dirancang
untuk memfasilitasi akumulasi tersebut, bukan sekadar melindunginya.

Sementara itu, dalam teori reorganisasi oligarki Robison & Hadiz, teori ini
membantu penulis menjelaskan bagaimana oligarki menjajah (occupy) institusi
demokrasi pasca-Orde Baru. BPDPKS dianalisis sebagai bentuk reorganisasi di
mana aliansi negara-korporasi menemukan cara baru untuk mengekstraksi surplus
melalui kebijakan publik yang tampak legal dan pro-lingkungan. Robison dan
Hadiz sangat menekankan pada fusi antara otoritas politik dan kekuatan material
dalam skala makro. Namun, dalam isu spesifik seperti biodiesel, teori ini kurang
memberikan ruang pada dimensi ekologis dan perlawanan mikro. Robison dan
Hadiz cenderung melihat struktur yang sangat dominan sehingga perubahan hanya
mungkin terjadi melalui revolusi sosial yang radikal. Penulis disertasi, di sisi lain,
menemukan adanya koalisi-kontra (NGO dan serikat petani) yang melakukan
perlawanan melalui pengetahuan tandingan (counter-knowledge) dan politik
mikro di tingkat tapak. Ada dinamika agensi yang lebih kompleks yang tidak
sepenuhnya tertampung dalam pesimisme struktural Robison & Hadiz.

Dalam teori ekologi politik Bryant & Bailey, teori tersebut digunakan
untuk membongkar narasi hijau biodiesel. Bryant dan Bailey menekankan bahwa
masalah lingkungan di Dunia Ketiga adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan
yang tidak setara. Penulis berhasil menerapkan ini untuk menunjukkan bahwa

biodiesel bukan solusi iklim yang netral, melainkan lingkungan yang terpolitisasi
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(politicized environment) yang menguntungkan korporasi dan meminggirkan
petani swadaya. Kritik penulis terhadap Bryant & Bailey (serta ekologi politik
secara umum) adalah bahwa teori ini seringkali berhenti pada analisis dampak
lingkungan dan ketimpangan sosial di tingkat lokal. Penulis berpendapat bahwa
ekologi politik perlu diintegrasikan secara lebih kuat dengan analisis ekonomi-
politik oligarki. Tanpa memahami mekanisme wealth defense dan reorganisasi
kekuasaan di tingkat pusat (seperti melalui BPDPKS), analisis ekologi politik
hanya akan melihat gejala (deforestasi, konflik lahan) tanpa mampu menyentuh
akar penggerak utamanya di tingkat kebijakan makro.

Teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein sangat relevan dan menjadi
salah satu fondasi utama dalam disertasi ini. Penulis menggunakan empat
pertanyaan kunci Bernstein (Siapa memiliki apa? Siapa melakukan apa? Siapa
mendapatkan apa? Dan apa yang dilakukan dengan surplusnya?) untuk membedah
struktur industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia. Meskipun teori Bernstein
sangat berguna, penulis melihat adanya keterbatasan teori tersebut dalam
menjelaskan dinamika terbaru di era neoliberal dan rezim biodiesel. Literatur
agraria Klasik Bernstein terlalu banyak berfokus pada akumulasi melalui
perampasan (accumulation by dispossession) dalam bentuk pengambilalihan fisik
tanah (land grabbing). Bernstein kurang mengeksplorasi bagaimana perampasan
bisa terjadi tanpa pengusiran fisik, yaitu melalui mekanisme keuangan dan
regulasi yang canggih di tingkat negara. Teori ini kurang mendetail dalam

membedah bagaimana institusi spesifik seperti BPDPKS yang bekerja sebagai
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instrumen aliansi negara-korporasi yang secara teknokratis merancang sistem
ekstraksi nilai dari petani termiskin untuk oligarki terkaya.
7.1.2 Gap Penelitian dan Novelty

Penulis sejauh ini belum menemukan penelitian terdahulu yang secara
spesifik menggunakan teori oligarki ~ Winters untuk membedah kebijakan
biodiesel dan pembentukan BPDPKS. Inilah yang menjadi letak kebaruan
(novelty) utama disertasi penulis. Disertasi ini mengisi kekosongan (gap) literatur
karena mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan lain.
Penggunaan pisau analisis Wealth Defense dari Winters untuk kasus subsidi
biodiesel merupakan orisinalitas studi ini. Terdapat beberapa studi penting yang
membahas biodiesel dan sawit, namun dengan fokus dan teori yang berbeda. Studi
paling mirip (closest match) dilakukan oleh Arie Yanwar Kapriadi (2019) dari
Universitas Exeter dengan judul: " Biofuel Policy and Politics in Indonesia: How
Large Agro Industries Gained Favour from Government Biofuel Policy". Kapriadi
fokus pada konstruksi politik dan materialitas tanaman (interaksi antara
pemerintah, industri BBN, dan materialitas tanaman jarak pagar vs sawit).

Perbedaan hasil atau temuan Kapriadi dengan penulis adalah bahwa
Kapriadi berargumen tentang keberpihakan kebijakan pada industri sawit besar
merupakan hasil dari proses politik yang kompleks dan sejarah kebijakan agraria
sejak masa lalu, serta struktur pasar yang alamiah. la melihat dominasi sawit lebih
sebagai konsekuensi historis dan material, bukan semata-mata manipulasi industri.
Sedangkan disertasi penulis membantah (atau menajamkan) pandangan Kapriadi

dengan teori Winters. Sedangkan penulis menemukan bahwa kebijakan ini bukan
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sekadar proses historis yang alamiah, melainkan sebuah strategi aktif Pertahanan
Kekayaan (Wealth Defense). Oligarki secara sengaja membelokkan kebijakan
(dari jarak pagar ke sawit) untuk menstabilkan harga CPO saat pasar global jatuh.
Penulis membuktikan adanya intervensi sadar (manipulasi) melalui pembentukan
BPDPKS.

Penulis menyimpulkan bahwa novelty dalam disertasi ini valid dan
kuat karena secara teoretis penulis adalah yang pertama kali “mengawinkan" teori
oligarki Winters (wealth defense) dengan ekologi politik untuk kasus kebijakan
biodiesel. Studi sebelumnya, yaitu milik Kapriadi, menggunakan pendekatan
politik umum dan bukan kerangka spesifik wealth defense. Hal ini berbeda dengan
temuan Kapriadi yang melihat dominasi sawit sebagai evolusi historis, sementara
penulis menemukannya sebagai mekanisme penyelamatan aset (bailout)
terselubung bagi oligarki saat krisis harga CPO terjadi dengan menggunakan

instrumen negara bernama BPDPKS.

7.2. Konfirmasi Temuan Lapangan

Disertasi ini mengonfirmasi teori utama dan teori pendukung serta temuan
di lapangan bahwa narasi besar yang didengungkan pemerintah tentang
kedaulatan energi dan energi hijau yang dikampanyekan melalui program
mandatori biodiesel, mulai dari dari B20, B30, B35, B40, dan wacana B50 adalah
sebuah paradoks semata. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan

struktural yang semakin dalam, degradasi lingkungan yang persisten, dan
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marginalisasi aktor-aktor agraria kecil (sesuai dengan teori Winters, Bryant dan
Bailey serta, Bernstein).

Konfirmasi temuan lapangan memperkuat dan mempertajam penjelasan
dalam bab-bab sebelumnya. Interaksi langsung, observasi, dan wawancara
mendalam dengan para petani swadaya, aktivis, serta analisis terhadap realitas
sosial-ekonomi dan ekologis di tingkat tapak, memberikan bukti tak terbantahkan
bahwa cengkeraman oligarki di sektor kelapa sawit dan biodiesel telah melahirkan
krisis multidimensional yang sistemik. Perilaku oligarki yang telah mengakar dan
menguasai sumber daya alam (SDA) dari hulu ke hilir secara nyata telah
mengancam kedaulatan energi bangsa (sesual dengan teori oligarki Winters dan
Robison-Hadiz). Dalih kepentingan nasional dan kemandirian energi yang
dikemas apik dalam bentuk kebijakan biodiesel terbukti di lapangan menjadi
selubung bagi praktik akumulasi kekayaan segelintir elite (sesuai dengan teori
oligarki Winters). Ancaman ini bukan sekadar diskursus kebijakan, tapi menjelma
menjadi ancaman nyata bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat
(sesuai dengan teori Bryant dan Bailey serta Bernstein).

Kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik bisnis ekstraktif para oligarki
sangat merugikan para petani swadaya yang posisinya semakin terpinggirkan, dan
juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus menanggung beban kerusakan
yang ditimbulkan. Penulis menegaskan posisi tidak setuju terhadap segala bentuk
praktik oligarki karena yang mereka lakukan secara fundamental mencederai rasa
perikemanusiaan (sense of humanity) dan melanggar amanat konstitusi. Secara

spesifik, praktik-praktik ini bertentangan dengan jiwa dan semangat Pasal 33
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Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realitas di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu kemakmuran
terkonsentrasi pada segelintir pihak (sesuai teori Winters), sementara petani
swadaya justru menanggung dampak buruk berupa kerusakan lingkungan dan
kehancuran struktur ekonomi lokal (sesuai teori Bryant & Bailey dan Bernstein).
Di titik inilah, Indonesia berada dalam persimpangan krusial yang menuntut
kehadiran seorang pemimpin yang adil, tegas, dan konsisten dalam membela
kepentingan rakyat serta menegakkan amanat konstitusi. Pertanyaannya, siapa
yang harus mengemban tugas berat ini dan menjalankan mandat keadilan bagi
para petani swadaya dan seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya tidak terletak
pada satu individu, melainkan pada sebuah kepemimpinan kolektif yang
terinstitusionalisasi, sebuah negara yang berfungsi sebagai pelindung rakyat,
bukan fasilitator kepentingan korporasi. Negara, melalui seluruh aparaturnya,
harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA
berjalan secara lestari demi menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi

seluruh masyarakat.

7.3. Kesimpulan

Temuan pada Bab VI ini merupakan kesimpulan berdasarkan analisis untuk
menjawab pertanyaan penelitian (research question) dalam beberapa bab

sebelumnya, yaitu Bab Il, 111, 1V, V, dan VI. Sesuai dengan pertanyaan penelitian
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yang disampaikan pada Bab I, berikut ini adalah beberapa poin penting

kesimpulan yang bisa disampaikan oleh penulis.

1. Apakah industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia berkarakter oligarkis?
Berdasarkan paparan data empiris dan analisis teoretis, Bab Il memberikan
jawaban afirmatif yang tegas: Ya, industri kelapa sawit dan biodiesel di
Indonesia sepenuhnya berkarakter oligarkis. Industri kelapa sawit dan biodiesel
di Indonesia bukan sekadar arena pasar bebas, melainkan struktur ekonomi-
politik yang dikendalikan oleh segelintir elite melalui konsentrasi kekayaan
material yang ekstrem dan penguasaan rantai pasok dari hulu ke hilir. Bab Il
membuktikan bahwa industri sawit dan biodiesel Indonesia dioperasikan di
bawah kendali aliansi negara-korporasi. Melalui konsentrasi lahan, dominasi
pasar yang monopolistis, dan kemampuan mendikte regulasi (seperti kasus
BPDPKS dan revisi Permentan), para pelaku industri ini telah memenuhi
seluruh indikator sebagai entitas oligarkis. Mereka tidak hanya berbisnis, tetapi
berpolitik untuk memastikan akumulasi kekayaan mereka terus berputar,
seringkali dengan mengorbankan petani kecil dan keuangan negara.

2. Bagaimana implementasi kebijakan biodiesel: oligarki dalam transisi kebijakan
biodiesel?

Implementasi kebijakan biodiesel di Indonesia merekam jejak pembajakan
kebijakan yang nyata. Bab 11l ini membuktikan bahwa transisi dari era Jarak
Pagar ke era Kelapa Sawit bukan sekadar perubahan teknis bahan baku,
melainkan pergeseran fundamental struktur ekonomi-politik: dari narasi

pemberdayaan rakyat menuju penguasaan oligarki. Bab 1l berhasil
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membuktikan bahwa implementasi kebijakan biodiesel adalah cermin dari
fleksibilitas oligarki. Mereka mampu mengubah krisis energi menjadi peluang
bisnis dengan menunggangi kebijakan negara. Transisi dari jarak pagar ke
sawit adalah bukti konkret bagaimana negara memfasilitasi pergeseran dari
kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani menjadi kebijakan yang
menjamin akumulasi keuntungan bagi segelintir konglomerasi sawit
Bagaimana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) menguntungkan oligarki?

Pembentukan BPDPKS bukan sekadar kebijakan teknis untuk stabilisasi harga,
melainkan sebuah operasi penyelamatan aset oligarki (wealth defense) yang
difasilitasi oleh negara. Bab ini membuktikan bahwa BPDPKS adalah wujud
institusional dari aliansi negara-korporasi yang dirancang untuk mengamankan
keuntungan segelintir konglomerat sawit di tengah krisis pasar global. Bab IV
menjawab pertanyaan penelitian dengan tegas: BPDPKS menguntungkan
oligarki dengan cara mengubah ancaman Krisis pasar menjadi peluang
profitabilitas yang dijamin negara. Melalui aliansi negara-korporasi, oligarki
berhasil mentransfer risiko bisnis mereka menjadi beban publik (pungutan
yang dibebankan ke harga TBS petani), sambil memastikan aliran dana
triliunan rupiah tetap berputar di lingkaran bisnis mereka sendiri dengan dalih
kepentingan nasional dan kedaulatan energi.

Bagaimana kritik NGO terhadap kebijakan biodiesel di Indonesia: dampak

ekologi dan sosial-ekonomi?
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Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kebijakan biodiesel Indonesia,
yang dinarasikan pemerintah sebagai solusi energi hijau dan pro-rakyat, justru
menuai kritik keras dari NGO dan komunitas akademik karena realitas
lapangannya yang destruktif. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian dengan
menyingkap paradoks kebijakan: klaim keberlanjutan di atas kertas yang
bertolak belakang dengan jejak kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial di
lapangan. Bab VV membuktikan bahwa kritik NGO, seperti WALHI, SHI, Sawit
Watch, KKI Warsi, adalah valid: Kebijakan biodiesel di Indonesia bukan
instrumen transisi energi yang adil, melainkan mekanisme yang memfasilitasi
ekspansi oligarki ke wilayah hutan dan lahan rakyat. Jawaban atas pertanyaan
penelitian ini menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola yang radikal,
kebijakan biodiesel hanya akan mewariskan utang ekologis dan sosial yang
masif bagi generasi mendatang, di mana keuntungan diprivatisasi oleh
korporasi (seperti Wilmar dan grup besar lainnya) sementara kerugian
lingkungan dan sosial disosialisasi ke masyarakat luas.

5. Bagaimana respons petani kecil-swadaya dan lembaga swadaya masyarakat
terhadap kebijakan biodiesel di Indonesia?
Temuan di Bab VI berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan
memosisikan petani dan NGO bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai
Koalisi-Kontra yang melakukan perlawanan terorganisasi. Bab ini
membuktikan bahwa respons mereka adalah sebuah upaya politik untuk
menegosiasikan ulang posisi tawar di tengah lingkungan yang terpolitisasi

(politicized environment) yang selama ini dikuasai oleh aliansi negara-
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korporasi. Bab VI memberikan jawaban tegas atas pertanyaan penelitian:
Respons petani kecil-swadaya dan NGO adalah perjuangan politik yang
persisten. Kesimpulan bab ini menegaskan bahwa keadilan agraria di sektor
kelapa sawit tidak akan turun dari kebaikan hati pasar atau negara, melainkan
harus direbut melalui perjuangan terorganisasi koalisi-kontra dalam menantang
dominasi aliansi negara-korporasi.

Perjalanan panjang disertasi ini bermuara pada satu kesimpulan: kebijakan
biodiesel Indonesia adalah sebuah paradoks pembangunan yang monumental. Di
permukaan, ia tampak sebagai kisah sukses kemandirian energi dan hilirisasi
industri. Namun, pembedahan Kkritis menyingkap  struktur penopangnya yang
rapuh: ketidakadilan agraria, kerusakan ekologis, sosial ekonomi, dan dominasi
oligarki yang disubsidi negara.

BPDPKS, yang seharusnya menjadi leveller (penyeimbang) untuk
mengangkat nasib petani, justru beroperasi sebagai mesin sirkulasi kapital yang
memperkaya yang kuat dan membiarkan yang lemah tetap rentan. Narasi “energi
hijau” telah menjadi selubung yang efektif untuk menutupi praktik business as
usual yang ekstraktif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin energi
terbarukan dunia yang sejati, bukan hanya dalam volume produksi, tetapi dalam
kualitas keadilan dan keberlanjutannya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika ada
keberanian politik untuk membongkar aliansi oligarkis, mereformasi tata kelola
dana sawit secara radikal, dan menempatkan petani serta lingkungan hidup

sebagai pusat dari setiap kebijakan energi. Tanpa transformasi ini, ambisi menjadi
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raja energi hijau melalui B50 hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan dan
ketimpangan ekonomi dan sosial yang akan dibayar mahal oleh generasi

mendatang.

7.4 Rekomendasi

Disertasi ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan
dapat ditindaklanjuti (actionable). Rekomendasi ini merupakan suatu upaya untuk
memberikan sumbangsih pemikiran yang ditujukan untuk mereformasi tata kelola
sawit dan biodiesel agar lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Berikut ini
adalah rekomendasi yang diusulkan penulis.
7.4.1. Reformasi Kelembagaan BPDPKS

Status quo tata Kkelola BPDPKS tidak dapat dipertahankan jika

pemerintah serius ingin menyejahterakan petani.

1. Restrukturisasi Komite Pengarah: Pemerintah harus merevisi Perpres
Nomor 61 Tahun 2015 untuk merombak struktur Komite Pengarah
BPDPKS. Unsur petani (seperti perwakilan dari Serikat Petani Kelapa
Sawit/SPKS atau asosiasi petani independen lainnya) harus dilibatkan
secara formal dan memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan
penggunaan dana. Ini krusial untuk memastikan perspektif petani tidak
lagi diabaikan.

2. Transparansi dan akuntabilitas: BPDPKS wajib membuka data neraca
keuangan secara rinci kepada publik, termasuk daftar perusahaan penerima
subsidi biodiesel dan besaran dana yang diterima. Transparansi ini penting

untuk mencegah moral hazard dan konflik kepentingan, mengingat
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indikasi adanya politically exposed persons (PEPs) dalam struktur
korporasi penerima subsidi.

3. Rebalancing alokasi dana: perlu ada aturan yang mengikat (earmarking)
mengenai proporsi penggunaan dana. Subsidi biodiesel tidak boleh
menyedot mayoritas dana (yang pernah mencapai >80%). Harus ada batas
atas (cap) untuk subsidi energi, dan batas bawah (floor) minimal (misalnya
30-40%) yang wajib dialokasikan untuk program hulu: PSR, sarana-
prasarana, dan pengembangan SDM petani.

7.4.2. Strategi Mandatori Biodiesel (B40/B50) yang Hati-hati
Ambisi pemerintah menuju B50 harus dikelola dengan prinsip kehati-
hatian (precautionary principle).

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): sebelum meningkatkan
mandatori ke B50, pemerintah wajib melakukan KLHS menyeluruh untuk
memetakan ketersediaan lahan dan risiko deforestasi. Jika produktivitas
lahan existing tidak mencukupi, target B50 harus ditunda untuk mencegah
pembukaan hutan primer dan gambut.

2. Jaminan Pasokan Pangan (DMO): kebijakan Domestic Market
Obligation (DMO) untuk minyak goreng harus diperkuat dan
diintegrasikan dengan kebijakan biodiesel. Pemerintah harus menjamin
bahwa alokasi CPO untuk energi tidak akan pernah mengorbankan
ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi rakyat.

3. Diversifikasi bahan baku: ketergantungan 100% pada sawit untuk

biodiesel adalah risiko strategis. Pemerintah harus serius memberikan
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insentif riset dan pengembangan untuk bahan baku non-pangan generasi
kedua, seperti minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) atau biomassa

selulosa, untuk mengurangi kompetisi food vs fuel.

7.4.3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Swadaya

Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan sawit,

bukan objek penderita.

1.

2.

Penyelesaian legalitas lahan: Pemerintah (KLHK dan ATR/BPN) harus
mempercepat penyelesaian status lahan petani yang terindikasi masuk
kawasan hutan melalui mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal
110A/110B) dengan pendekatan pemutihan atau perhutanan sosial, bukan
kriminalisasi. Tanpa legalitas, petani tidak bisa mengakses PSR dan
sertifikasi ISPO.

Akselerasi PSR:  birokrasi ~pengajuan dana PSR harus dipangkas.
Rekomendasi Teknis (Rekomtek) harus disederhanakan. BPDPKS perlu
“menjemput bola” dengan memperbanyak pendamping di lapangan untuk
membantu petani melengkapi administrasi.

Subsidi pupuk khusus: mengingat tingginya harga pupuk yang
menggerus pendapatan petani, BPDPKS disarankan mengalokasikan dana
khusus untuk subsidi pupuk bagi petani swadaya yang terdaftar (memiliki
STDB), sebagai insentif langsung peningkatan produktivitas.

Pabrik mini CPO berbasis komunitas: pemerintah mewajibkan BUMN
(Pertamina) untuk membeli CPO atau biodiesel secara langsung dari

pabrik-pabrik mini yang dikelola oleh koperasi petani swadaya, bukan
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hanya dari konglomerasi. Mandat pembelian ini harus dituliskan secara
eksplisit dalam regulasi untuk memecah monopoli pasokan yang selama
ini dinikmati grup besar®?.
7.4.4. Melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya
dapat menjadi motor penggerak inovasi yang bersinergi dan berkolaborasi secara
erat dengan BPDPKS.
1. Produksi Bibit Unggul: Mengembangkan dan mendistribusikan bibit sawit
unggul yang terjangkau bagi petani swadaya untuk meningkatkan produktivitas
per hektar tanpa harus melakukan ekspansi lahan.
2. Inovasi Teknologi: Menerapkan teknologi presisi dalam pertanian,
pemantauan lahan, dan mitigasi dampak lingkungan untuk memperbaiki tata

kelola sektor sawit secara keseluruhan.

7.5 Keterbatasan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, disertasi ini tidak lepas dari keterbatasan
yang perlu diakui secara jujur untuk menempatkan temuan dalam konteks yang
tepat.

1. Keterbatasan akses data keuangan korporasi: analisis mengenai
keuntungan spesifik yang diperoleh grup korporasi dari subsidi biodiesel
didasarkan pada data sekunder, laporan publik BPDPKS, dan estimasi

pasar. Peneliti tidak memiliki akses ke buku keuangan internal perusahaan

2 Achmad Surambo, “Wawancara dengan Direktur Sawit Watch,” Desember 2025.
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(audited financial statements) untuk mengetahui secara presisi struktur
biaya produksi (HPP) riil mereka. Hal ini membuat analisis mengenai
margin profitabilitas subsidi bersifat estimasi logis, bukan perhitungan
akuntansi forensik.

Dinamika kebijakan yang sangat cepat: sektor sawit dan biodiesel di
Indonesia sangat dinamis. Selama penulisan disertasi ini, kebijakan
berubah dengan cepat (misalnya perubahan tarif pungutan ekspor yang
sering terjadi, transisi dari B30 ke B35, dan uji coba B40/B50). Beberapa
data kebijakan mungkin memerlukan pembaruan saat naskah ini dibaca di
kemudian hari.

Fokus geografis: studi lapangan dan wawancara informan kunci lebih
banyak terkonsentrasi pada dinamika kebijakan di tingkat pusat (Jakarta)
dan sentra sawit mapan (Sumatra Selatan). Dinamika di wilayah frontier
baru seperti Papua, di mana karakteristik konflik lahan dan relasi kuasa
mungkin berbeda, belum tergali sedalam wilayah lainnya.

Kompleksitas variabel ekonomi makro: analisis dampak ekonomi (seperti
inflasi harga pangan) dipengaruhi oleh banyak variabel eksternal (perang
Ukraina-Rusia, gangguan rantai pasok global, EI Nino) yang sulit diisolasi

sepenuhnya hanya pada faktor kebijakan biodiesel semata.

7.6. Arah Penelitian di Masa Depan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, disertasi ini mengusulkan

beberapa agenda penelitian masa depan yang krusial bagi komunitas akademik

dan pengambil kebijakan.
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7.6.1. Studi Komparatif Tata Kelola Dana Sawit (Indonesia vs Malaysia)

Penelitian masa depan perlu melakukan studi komparatif yang mendalam
antara BPDPKS di Indonesia dan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) di
Malaysia. Data awal menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tata kelola yang
lebih baik dalam hal inklusi petani kecil, sertifikasi (MSPO yang didanai negara),
dan pajak ekspor vyang lebih progresif. Mengapa Malaysia berhasil
mengintegrasikan petani lebih baik? Apakah struktur oligarki di sana berbeda?
Pelajaran dari perbandingan ini akan sangat berharga bagi reformasi BPDPKS.
7.6.2. Dampak Implementasi B50 terhadap Ketahanan Pangan

Seiring dengan rencana pemerintah menuju B50, diperlukan penelitian
pemodelan ekonomi yang mendalam untuk memprediksi dampaknya terhadap
stabilitas harga minyak goreng domestik dan inflasi pangan. Penelitian ini harus
menjawab pertanyaan: pada titik mandatori berapa (B40, B50, atau B60) tipping
point krisis pangan akan terjadi jika produktivitas stagnan?
7.6.3. Analisis Gender dalam Rantai Pasok Biodiesel

Peran perempuan dalam rantai pasok kelapa sawit, baik sebagai buruh
harian lepas (brondol), istri petani yang mengelola keuangan, atau buruh pabrik,
seringkali tidak terlihat (invisible) dalam analisis makro kebijakan energi.
Penelitian masa depan perlu mengadopsi lensa gender untuk melihat bagaimana
fluktuasi harga TBS dan ekspansi perkebunan berdampak spesifik dan berbeda

terhadap perempuan di perdesaan.
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7.7. Penutup

Perjalanan panjang disertasi ini bermuara pada satu kesimpulan yang
meresahkan namun penting: kebijakan biodiesel Indonesia adalah sebuah
paradoks pembangunan energi hijau. Di permukaan, ia tampak sebagai kisah
sukses kemandirian energi dan hilirisasi industri. Namun, ada ketidakadilan
agraria, kerusakan ekologis, dan dominasi oligarki yang disubsidi negara.
BPDPKS, yang seharusnya menjadi leveller (penyeimbang) untuk mengangkat
nasib petani, justru beroperasi sebagai mesin sirkulasi kapital yang memperkaya
yang kuat dan membiarkan yang lemah tetap rentan. Narasi “energi hijau” telah
menjadi selubung yang efektif untuk menutupi praktik business as usual yang
ekstraktif.

Namun, kesimpulan ini bukan akhir yang pesimistis. Indonesia memiliki
potensi besar untuk menjadi pemimpin energi terbarukan dunia yang sejati, bukan
hanya dalam volume produksi, tetapi dalam kualitas keadilan dan
keberlanjutannya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika ada keberanian politik untuk
membongkar aliansi oligarkis, mereformasi tata kelola dana sawit secara radikal,
dan menempatkan petani serta lingkungan hidup sebagai pusat dari setiap
kebijakan energi. Tanpa transformasi ini, ambisi menjadi “raja energi hijau”
melalui B50 hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan dan ketimpangan

sosial yang akan dibayar mahal oleh generasi mendatang.
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